
3. 

bahwa sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan 
pembangunan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan 
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Rencana Kcrja Pemcrintah Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019; 
Undang-Undang Nomor 69 Taliun 1958 tentang Pembcntukan 
Dacrah-dacrah Tingkat II daJam Wilayah Daerab-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lcmbaran Negara Republic Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enr&ara 
Negara yang Beraih dan Bebas dari Korupsi, KDlu8l dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999- 
Nomor 75, Tamaaban Lem.baran llegara RemJ . 
Nam.or 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tangggungg Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba.ngan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 725); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemerintah, 
Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pcngelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tabapan, 
Tata Cara Penyuaunan, Pcngendalian dan Evaluaai 
PelakNmaan Rencana Pembangunan I Da.erah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);11 



Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tcnggara Timur Nomor 1 
Tahun 2008 ~~ Rencana Pern~ Jllngka Paajang 
Daera1, Provm"' Nusa Tcnggara Timur Tahun 2005-2025 
(Lcmbaran Daerah Pro-vinsi Nusa Tcnggara Timur Tahun 2008 
Nomor 001, Tambahan Lembaran Dacrah Provinai Nusa 
TCDggara Timur Nomor 001); 

Peraturan DaeraJi Provinsi Nusa Tcnggara Timur Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Rcncana Pembin&unan Jllngka 
Mcncngah Daerab Pro-vinsi Nusa Tetlggara Timur Tahun 2018- 
2023 (Lcmbaran Dacrah Provinai Nusa Tenga,. Timur Tahun 
2019 Nomor 004, Tambabanll.embaran Dacrah Provin. N 
TCDggara Timur Nomor 0105)\1 81 uaa 

Peratunu, Mcnteri Dalrun Ncgcri Nomor 22 Tahun 2018 
tcntang Penyusunan Rencana Kcrja Pernerintah Daerah Tahun 
2019 lBcrita Negar,. RcpUbJik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550); 

20. 

19. 

18. 

17. 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ren~ 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Jndinesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 4856); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 5887); 

Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba.han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pcngclolaan Kcuangan Dacrah scbagaimana 
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Pcraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Pcrubahan Rcncana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah, Rcncana 
Pembanguru,,, Jangka Mcncngah Daerab, clan Rcncana Kcrja Pemerintah Daerah; 

16. 

15. 

23. 

22. 

21. 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2018 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGG.ARAN 201\ 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
175); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 
Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 181 ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba 
Timur Tahun 2008-2028 (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195); 

28. Pcraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumba Timur (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lcmbaran 
Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616); 

29 Pcraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah 
Dacrah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2021 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 
Nomor 34, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Sumba 
Timur Nomor 622); 

30. Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 37, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
759); 



~DKl'811 di Waingapu 

tanggal '2."3 JUL I ~O !9 

," i~UPATI SUMBA TIMU~ 
~' 

Ditctapkan di Waingapu 

pada tanggal 2.3 J t1Li ~.!j 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Ka bu paten Sumba Timur. 

Pasal II 

Pasal I 

Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 
Tahun 2018 tcntang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Tahun Anggaran 2019 [Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Tahun 2018 Nomor 738) dilakukan Pcrubahan tcrkait dengan Rcncana 
Pendapatan, Bclanja dan Pembiayaan Daerah, asumsi makro ekonomi dan 
matriks program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupatcn Sumba Timur 
Tahun Anggaran 2019 sclengkapnya scbagaimana tercantum pada 
lampiran Peraturan Bupati ini. 



L UIIUII 

Rencana Kerja Pcmerintah Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Timur 
Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, tahun ketiga yang dipadukan 
dcngan usulan dari Pcrangkat Daerah basil Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018. 

Penentuan Program dan kegiatan merupakan hagian integral untuk 
mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sumba Timur dengan tetap 
mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingka.t provinsi 
maupun perencanaan pembangunan nasional. 

Dokumen perencanaan ini mcnggambarkan secara umum kinerja sektor­ 
aktor prioritas, baik yang telah dicapai maupun pcrmasalahan dan sasaran 
J,embangunan yang belum dicapai. Disamping itu akan digambarkan 
perkembangan indikator makro ekonomi daerah se pcrkiraan sumber-sumber 
J>endapatan daerah dan scktor-sektor yang menj prioritas pembangunan 
&erah tahun 2019. 

Program pembangunan Dacrah Kabupaten Sumba Timur yang termuat 
IDllllU:llw RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019 mengacu pada prioritas 

bangunan daerah scsuai dengan Catur Program Genera.si Ke-IV dan 
pada rencana-rencana aksi guna' mencapai sasaran-sasaran 

~ daerah yang telah ditetapkan, disamping itu dengan 
. ~rhatikan program prioritas pembangunan daerah Provinsi NTT dan 

ntas pembangunan naaional yang discsuaikan dengan kondiai dan kcbutuhan 

19 Dalain penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 
, ~- Peru~ban RKPD ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan 
dipakai aeawu dengan aituaai dan kondiai dacrah aebagai berikut · 

a. =:,:aogan keadaan yang tidak aeauai dengan aaum.ai. kerangka 
taj . daerah yang bcrdampak terbadap pagu yang mengakibatkan 
peoe~ pcDamheban atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif 

lll._~an atau penghapuaan kegiatan. ' 
~ lain yang~ perhmya dilakulam ~ ~ 

Jeranalait~ lokui dan/atau lrelompok .._, clan 
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P.t8tL DIIIII PtPU. 

Rcncana Kcrja Pcmcrintah Daerah (RKPD) Perubahan dilakukan dengan 
asumsi tcrjadinya pergcseran kcrangka ckonomi daerah, kcrangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program maupun 
penckanan pada kcgiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan sa.ldo 
anggaran lebih tahun anggaran sebclumnya (SILPA) yang digunakan untuk 
tahun berjalan, serta mcnjawab kcbutuhan masyarakat yang cukup mendcsak 
dan prioritas. 

Dalam menyusun scbuah rencana pembangunan, make pcnetapan 
rencana kegiatan dan targetnya harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi 
dan efektivitas serta mempertimbangkan faktor pengarusutarnaan yang akan 
menjadi landasan operasional seluruh aparatur yaitu: 

a. Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender; 
b. Pcmbangunan berkelanjutan dan tata pengelolaan yang baik; 
c. Efisiensi dan efektivitas daJarn mengclola anggaran ;dan 
d. Peningkatan kincrja dan pelayanan publik. 

Oleh karcna itu Rcncana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan 
sebagai dokumen rcsmi dalam sistem percncanaan dacrah mempunyai fungsi 
pokok: 

a. Mcnjadi acuan semua Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya, karcna 
merupakan kebijakan publik Tahun 2019; 

b. Menjadi acuan dalarn penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat 
Daerah dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
Tahun Anggaran 2019 dan Prioritaa Plafon Anggaran Sementara 
Peru~ban 2019 aerta. pelaksanaan tugaa-tugas pelayanan umum 
pemenntahan karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah 
dalarn satu tahun; 

c. Menciptakan keputian kebijakan karena merupakan komitmen bersama 
an~. J)Cmerintah daerah dan aeluruh pemangku kcpentingan mclalui 
me nuune muayawarah perencanaan pembangunan daerah; 

c. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2018 dan/atau kegiatan baru/alte~atif 
yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 20_19, ~an/ ata~, 

d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penenmaan 
dan/atau pengeluaran dalam APBD mcngalami kcnaikan atau penurunan 
lcbih besar dari 50 % (lima puluh persen) 


